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ABSTRAK 

Indira Ashari (B011171350) “Pengaturan Online Dispute Resolution 
(ODR) Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis E-
Commerce Di Indonesia”. Di bawah bimbingan Winner Sitorus selaku 
pembimbing I dan Andi Tenri Famauri selaku pembimbing II 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Online Dispute 
Resolution (ODR) telah memiliki dasar pengaturan yang jelas dan 
komprehensif di Indonesia dan juga untuk mengetahui apakah perlu ada 
pengaturan secara khusus terkait Online Dispute Resolution (ODR) untuk 
penyelesaian sengketa bisnis e-commerce di Indonesia. 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian hukum normatif dengan cara pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan komparatif. Sedangkan bahan hukum yang 
digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan 
bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan 
inventarisasi dan identifikasi data berupa peraturan perundang-undangan 
yang terkait, instrumen hukum internasional, buku, hasil karya ilmiah, jurnal, 
serta beberapa bacaan hukum yang bersumber dari internet. Metode 
analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif. Data 
diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah 
dan tujuan penelitian yang telah penulis tentukan. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

(1)Pemaknaan ODR oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia 
berbeda dengan apa yang diadopsi oleh UNCITRAL Technical Notes on 
ODR. Penulis berpendapat bahwa adanya perbedaan pemaknaan ini 
membuat dasar pengaturan ODR di Indonesia belum jelas dan 
komprehensif. (2)Untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 
hukum maka dibutuhkan sebuah bentuk pengaturan khusus terkait ODR 
sebagai payung hukum terlaksananya metode ini. Menurut analisis penulis, 
penyusunan Undang-Undang tersendiri merupakan solusi yang tepat untuk 
pengaturan ODR di Indonesia. Mengenai hukum acara ODR itu sendiri 
nantinya mengacu pada UNCITRAL Technical Notes on ODR. 
 
(Kata Kunci: Online Dispute Resolution, E-Commerce, UNCITRAL 
Technical Notes On ODR) 
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ABSTRACT 

Indira Ashari (B011171350) "Online Dispute Resolution (ODR) 
Arrangements as an Alternative Method of E-Commerce Business 
Dispute Resolution in Indonesia". Under the guidance of Winner Sitorus 
as the main mentor and Andi Tenri Famauri as the companion mentor. 
 

This study aims to determine whether the Online Dispute Resolution 
(ODR) already has a clear and comprehensive regulatory basis in Indonesia 
and also to find out whether there is a need for specific arrangements 
related to Online Dispute Resolution (ODR) for e-commerce business 
dispute resolution in Indonesia. 
 

The research method used in the preparation of this thesis is 
normative legal research with the statute approach and comparative 
approach. While the legal materials used are primary, secondary, and 
tertiary legal materials. Collecting legal materials through literature study by 
conducting an inventory and identification of data in the form of relevant 
laws and regulations, international legal instruments, books, scientific 
papers, journals, and some legal literature sourced from the Internet. The 
method of analysis of legal materials is done by descriptive-qualitative 
method. The is processed, analyzed, and interpreted in order to answer the 
problem formulation and research objectives that have been determined by 
the author. 
 

Based on the results of the study, it can be concluded that: (1)The 
meaning of ODR by laws and regulations in Indonesia is different from what 
was adopted by UNCITRAL Technical Notes on ODR. The author argues 
that this difference in meaning makes the basis for regulating ODR in 
Indonesia not clear and comprehensive. (2)To achieve justice, expediency, 
and legal certainty, a specific form of regulation related to ODR is needed 
as a legal protection for the implementation of this method. According to the 
author's analysis, drafting a separate law is the right solution for regulating 
ODR in Indonesia. Regarding the ODR procedural law itself, it will refer to 
the UNCITRAL Technical Notes on ODR. 
 
(Keywords: Online Dispute Resolution, E-Commerce, UNCITRAL 
Technical Notes on ODR) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sengketa merupakan suatu kondisi atau situasi yang timbul 

disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, pertengkaran, 

pembantahan, pertikaian atau perselisihan antara individu atau kelompok 

dalam suatu hubungan, karena hak salah satu dari mereka dicampuri atau 

dilanggar. Sengketa yang timbul biasa juga berawal dari salah pengertian 

antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, hal ini merupakan salah 

satu sifat kodrati manusia apabila memiliki pemikiran dan pandangan-

pandangan yang berbeda dengan manusia lainnya.1 

Perkembangan bisnis perdagangan di Indonesia telah membawa 

aspek yang berbeda dari perdagangan itu sendiri, yaitu harapan untuk 

menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah, dan efektif. Dengan 

pengertian bahwa penyelesaian sengketa tersebut tidak akan mengganggu 

iklim bisnis antara pihak yang bersengketa di samping terjaminnya relasi 

business dari para pihak karena dipegang teguhnya kerahasiaan.2 

Perdagangan dalam proses transaksinya dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung melalui dunia maya. Adanya internet 

                                                           
1Andi Tenri Famauri, 2018, Mediasi Independen Dalam Sengketa E-Banking, Litera, 

Yogyakarta, hlm. 140.  
2Soerjono Soekanto, 2002, Mengenai Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 26. 
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(interconnected networking) sebagai media komunikasi yang cepat 

semakin memudahkan globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya dunia 

perdagangan. Internet telah memfasilitasi transaksi perdagangan tanpa 

tatap muka sehingga memberi perubahan dalam dunia bisnis dari pola 

perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern 

yang sekarang ini dikenal dengan istilah electronic commerce (e-

commerce). Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet 

(e-commerce) selain disebabkan adanya perkembangan teknologi 

informasi, juga lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang 

serba cepat, mudah, dan praktis. Eksistensi transaksi e-commerce 

menawarkan praktek dagang yang praktis dan cepat bagi pihak penjual dan 

pembeli, serta mampu mempertemukan banyak pihak yang datang dalam 

wilayah berbeda dalam suatu wadah tanpa batas (borderless).3 

Pada era sekarang ini, para pelaku usaha sudah banyak beralih dari 

model berbisnis tatap muka (offline) menjadi model berbisnis tanpa tatap 

muka (online). Hal ini dikarenakan bisnis online memiliki prospek yang 

cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang di mana hampir semua 

orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi 

kebutuhan. Transaksi jual beli online melalui Marketplace menjadi suatu 

layanan yang sangat digemari. Marketplace adalah sebuah pasar elektronik 

                                                           
3Sitompul, Merine Gerarita, “Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian 

Sengketa E-Commerce Di Indonesia”, Jurnal Renaissance, Fakultas Hukum UNSRI, Vol. 1 No. 02, 
Agustus 2016, hlm. 76.  



3 
 

yang melakukan kegiatan menjual dan membeli suatu barang ataupun jasa 

yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Business to Business (B2B), Business to 

Consumer (B2C), dan Consumer to Consumer (C2C) di mana B2B 

mendominasi sampai 75% (tujuh puluh lima persen) di Marketplace.4 

Pembeli dapat menemukan pemasok (penjual) sebanyak mungkin sesuai 

kriteria yang diinginkan, sehingga diperoleh sesuai harga pasar. Aktivitas 

bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis ke  

client (pelanggan) secara global tanpa batasan jarak dan tempat.  

Adapun beberapa Marketplace yang memiliki banyak peminat di 

Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak.5 

Beberapa marketplace tersebut telah berhasil menguasai iklim bisnis e-

commerce di Indonesia sekarang ini. Diperkirakan pada 2025, transaksi 

sektor e-commerce akan mencapai nilai $150 milliar.6 Khusus untuk 

Indonesia, Global Web Index menyebutkan bahwa per 2018 aktivitas 

transaksi konsumen Indonesia adalah yang paling tinggi sedunia. Sekitar 

90 persen pengguna internet antara usia 16-64 tahun dilaporkan pernah 

                                                           
4http://www.xohop.com/blog/detail/123/apa-itu-marketplace , diakses pada tanggal 3 

Januari 2021 pukul 13.54 WITA. 
5https://www.sarno.id/2020/04/daftar-marketplace-yang-paling-banyak-dikunjungi-di-

indonesia/ , diakses pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 14.00 WITA. 
6Google Temasek, e-Conomy SEA 2019, Swipe Up and to the right: Southeast Asia $100 

bilion Internet economy, 
https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf, diakses pada 
tanggal 14 April 2021 pukul 21.57 WITA. 

http://www.xohop.com/blog/detail/123/apa-itu-marketplace
https://www.sarno.id/2020/04/daftar-marketplace-yang-paling-banyak-dikunjungi-di-indonesia/
https://www.sarno.id/2020/04/daftar-marketplace-yang-paling-banyak-dikunjungi-di-indonesia/
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membeli produk dan jasa secara daring (online).7 Per Januari 2020, total 

transaksi B2C di Indonesia mencapai $11 miliar.8 Transaksi ini hampir 

dipastikan bahwa tidak hanya bersifat lokal namun juga transnasional. 

Statistik ini akan semakin bertambah seiring dengan slogan “Stay at Home” 

mengingat kita masih dalam masa Pandemi Covid-19. Banyaknya 

kemudahan yang diberikan dengan adanya transaksi e-commerce melalui 

marketplace ini, tidak dapat dipungkiri banyak risiko yang dapat ditimbulkan 

dalam transaksi e-commerce. Risiko-risiko tersebut antara lain seperti 

konsumen yang merasa tidak puas dengan barang yang mereka terima 

dikarenakan adanya kerusakan barang saat tiba di tempat tujuan ataupun 

keterlambatan sampainya barang ke tempat tujuan sehingga memicu 

terjadinya suatu sengketa, dan sebagainya. 

Ketika terjadi sengketa bisnis, perlu adanya kejelasan mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Hukum Acara 

Perdata sebagai Hukum Formiil mengatur bahwa apabila terjadi sengketa 

bisnis maka penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Namun dalam 

pelaksanaannya, lembaga peradilan justru mendapat banyak kritikan dari 

berbagai pihak oleh karena berbagai masalah kompleks yang membelit 

dunia peradilan di Indonesia. Sehingga pengadilan tidak cukup responsif 

                                                           
7Simon Kemp & Sarah Moey, Digital 2019 Spotlight: Ecommerce in Indonesia, Data 

Reportal, https://datareportal. com/reports/digital-2019-ecommerce-in-indonesia, diakses pada 
tanggal 14 April 2021 pukul 22.01 WITA. 

8Simon Kemp (1), Digital 2020: Indonesia, Data Reportal, 
https://datareportal.com/reports/digital-2020- indonesia, diakses pada tanggal 14 April 2021 
pukul 22.06 WITA. 
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dan efektif dalam menyelesaikan perkara yang menyebabkan penumpukan 

perkara di tingkat Mahkamah Agung yang terbengkalai.9 Berkaitan dengan 

itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan suatu konsep yang 

dianggap lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa bisnis 

dikarenakan prosesnya yang di luar pengadilan (non-litigation).  

Jika dikaitkan dengan transaksi e-commerce yang notabenenya 

dilakukan secara online, keharusan para pihak yang bersengketa untuk 

bertemu secara langsung dalam pelaksanaan APS konvensional tentu 

menyulitkan. Sehingga dibutuhkan sebuah metode penyelesaian sengketa 

yang dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan efektif tanpa menghambat 

kegiatan bisnis para pihak. Maka dari itu, dalam dunia bisnis modern telah 

dikembangkan gagasan penyelesaian sengketa melalui metode Online 

Dispute Resolution (ODR) yang dapat dilakukan melalui media internet dan 

jika diperlukan pertemuan face to face dapat dilakukan secara audiovisual 

melalui media video-conferencing.10 

ODR telah menjadi salah satu perhatian publik di dunia. Sebagai 

bukti, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

mengeluarkan dan mengadopsi Technical Notes on ODR (Catatan Teknis 

ODR) sebagai dukungan terhadap penyelesaian sengketa secara daring 

                                                           
9Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm. 4. 
10Moch. Basarah, 2011, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional 

Dan Modern (Online), Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 91. 
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untuk transaksi lintas batas pada Tahun 2017.11 Menurut catatan teknis ini, 

ODR harus sederhana, cepat, dan efisien agar dapat diterapkan dalam 

dunia bisnis. ODR juga tidak boleh membebankan biaya dan rangkaian 

proses yang tidak proporsional dengan nilai ekonomi yang dipertaruhkan.12 

Dalam UNCITRAL Technical Notes on ODR, ODR dimaknai sebagai suatu 

kesatuan sistem yang mencakup keseluruhan proses mulai dari awal 

pengajuan sengketa hingga akhir yaitu eksekusi putusan.13 

Beberapa negara telah menerapkan dan memanfaatkan ODR 

dengan cara mengadopsi UNCITRAL Technical Notes on ODR sebagai 

pedoman pelaksanaan ODR. Diketahui Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) juga telah memperkenalkan metode online dalam 

penyelesaian sengketa tertentu. Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 

20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan 

Arbitrase Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Ketua Dewan 

Pengurus BANI, rapat dan sidang Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal 

dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat termasuk melalui jaringan 

internet apabila dianggap perlu.14 Dalam penerbitan SK tersebut, BANI 

menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

                                                           
11http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/odr/2016Technical_notes.html, 

diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 21.22 WITA. 
12Ibid., 
13Ibid., 
14http://www.franswinarta.com/news/sidang-elektronik-di-badan-arbitrase-nasional-

indonesia-bani/, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 19.06 WITA. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/odr/2016Technical_notes.html
http://www.franswinarta.com/news/sidang-elektronik-di-badan-arbitrase-nasional-indonesia-bani/
http://www.franswinarta.com/news/sidang-elektronik-di-badan-arbitrase-nasional-indonesia-bani/
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya ditulis UU AAPS) sebagai 

dasar dalam menerapkan ODR.   

UU AAPS memberikan kebebasan bagi para pihak untuk 

menentukan sendiri prosedur APS yang akan mereka gunakan. 

Keleluasaan menentukan prosedur ini membuka jalan bagi 

terselenggaranya penyelesaian sengketa secara daring (online) sebagai 

bentuk modernisasi zaman. Akan tetapi, apabila dilihat dari isi Pasal 6 Ayat 

(2) UU AAPS sendiri masih termaktub bahwa “Penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para 

pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya 

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Ketentuan dalam pasal 

tersebut menekankan bahwa harus terjadi pertemuan secara langsung 

antara pihak-para pihak yang bersengketa. Dalam artian, kebebasan para 

pihak untuk menentukan prosedur atau hukum acara penyelesaian 

sengketa tidak termasuk dalam penggunaan ODR sebagaimana diketahui 

bahwa ODR tidak memungkinkan pertemuan secara langsung.  

Selain UU AAPS yang memberikan potensi penerapan ODR, 

peluang keberadaan ODR di Indonesia juga sudah sangat terbuka lebar 

didasarkan atas klausul yang disebutkan dalam Pasal 41 Ayat (1) sampai 

(3) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 

Tahun 2008 (Selanjutnya ditulis UU ITE) di mana tercantum dalam pasal 
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tersebut bahwa masyarakat dapat berperan meningkatkan 

penyelenggaraan transaksi elektronik melalui lembaga yang dibentuk 

sendiri oleh masyarakat. Peraturan yang secara tegas menuliskan kata 

Online Dispute Resolution dapat juga dijumpai dalam Pasal 72 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (Selanjutnya ditulis PP PMSE). Dikeluarkannya 

PP PMSE merupakan penegasan dari Pasal 4 Ayat (3) UU AAPS yang 

membolehkan proses penyelesaian sengketa berupa pertukaran dokumen 

secara elektronik. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur bahwa 

“Penyelesaian Sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 

diselenggarakan secara elektronik (online dispute resolution) sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan”. Terlihat pada Pasal 72 Ayat (2) 

PP PMSE terdapat kemungkinan penyelesaian sengketa secara elektronik 

atau ODR. Namun, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait ODR itu 

sendiri atas pasal ini.  

Berdasarkan ulasan yang telah penulis paparkan di atas, yang 

menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah belum adanya persamaan 

makna ODR yang diatur di Indonesia dengan UNCITRAL Technical Notes 

on ODR dan juga belum adanya pengaturan terkait ODR secara 

komprehensif. Kedua isu hukum tersebut perlu dikaji secara mendalam dan 

holistik melalui metode yuridis-normatif. Penulis berpendapat perlu adanya 

peraturan yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan ODR demi 
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menghindari adanya unclompletely of norm (ketidaklengkapan hukum). 

Aturan ini nantinya akan menentukan mengenai definisi, asas dan prinsip 

ODR, kelembagaan ODR, kompetensi absolut dari penerapan ODR, 

pengembangan mekanisme APS dengan ODR, dan eksekusi putusan ODR 

di Indonesia. Sejumlah pemaparan di atas menjadi dasar penulis untuk 

menyusun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum mengenai 

Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Online Dispute Resolution (ODR) telah memiliki dasar 

pengaturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia? 

2. Apakah perlu ada pengaturan secara khusus terkait Online Dispute 

Resolution (ODR) untuk penyelesaian sengketa bisnis e-commerce di 

Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah Online Dispute Resolution (ODR) telah 

memiliki dasar pengaturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis  apakah perlu ada pengaturan secara khusus terkait 

Online Dispute Resolution (ODR) untuk penyelesaian sengketa bisnis e-

commerce di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoretis dan 

manfaat secara  praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis  

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum 

perdata, utamanya dalam bidang ilmu hukum ekonomi dan bisnis terkait 

penerapan ODR sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa bisnis e-

commerce di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk 

pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.  

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

ialah sebagai pedoman yang memberikan gambaran atau informasi yang 
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jelas bagi praktisi di bidang hukum, masyarakat, pengusaha, dan 

pemerintah dalam upaya penyelesian sengketa bisnis e-commerce melalui 

metode ODR.  

 

E. Keaslian Penelitian  

Berdasarkan Analisis penulis, penelitian hukum yang berjudul 

“Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Metode Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Di Indonesia” adalah asli yang 

dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang berkembang di 

masyarakat. Berikut terlampir hasil penelitian terdahulu sebagai bahan 

perbandingan terhadap tulisan ini: 

1. Skripsi atas nama Muhammad Rizaldi, Fakultas Hukum, Universitas 

Indonesia Tahun 2012, dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat 

judul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi E-Commerce 

Dalam Lingkup Business To Consumer (B2C) Melalui Online Dispute 

Resolution”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) 

Bagaimanakah perlindungan terhadap konsumen pada transaksi e-

commerce dalam lingkup B2C setelah diberlakukannya Undang-

Undang ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik di Indonesia?, (2) Bagaimanakah 

peluang penerapan Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian 

Sengketa Konsumen pada transaksi e-commerce dalam lingkup B2C di 
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BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen?. Penelitian 

pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan 

bahan hukum dilakukan melalui kajian pustaka yaitu pengaturan 

arbitrase dan pengaturan mengenai transaksi atau perikatan secara 

elektronik atau online melalui internet.15 

2. Skripsi atas nama Joshua Purba, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 

Tahun 2018. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul 

“Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan 

Pembeli Melalui Online Dispute Resolution”. Adapun permasalahan 

yang diteliti yakni, (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik?, (2) 

Bagaimana proses penyelesaian sengketa online marketplace antara 

penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi elektronik melalui 

mekanisme online dispute resolution?, (3) Bagaimana kekuatan hukum 

sebuah putusan yang dihasilkan melalui online dispute resolution?. 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode normatif dengan teknik 

pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan yaitu 

literatur yang berkaitan dengan online dispute resolution.16 

                                                           
15Muhammad Rizaldi, 2012, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi E-

Commerce Dalam Lingkup Business To Consumer (B2c) Melalui Online Dispute Resolution”, Skripsi, 
Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universita Indonesia, Jakarta. 

16Joshua Purba, 2018, “Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan 
Pembeli Melalui Online Dispute Resolution”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Lampung, Bandar Lampung. 
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3. Skripsi atas nama Daniel S Simamora, Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  Tahun 2018. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Tinjauan 

Normatif Terhadap Online Dispute Resolution Sebagai Metode 

Penyelesaian Sengketa E-Commerce”. Adapun permasalahan yang 

diteliti yakni, (1) Apa saja faktor yang menyebabkan besarnya potensi 

sengketa e-commerce?, (2) Bagaimana legalitas hukum Online Dispute 

Resolution (ODR) dalam perspektif hukum positif?. Penelitian pada 

skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan bahan 

hukum melalui penelitian kepustakaan yaitu referensi mengenai 

transaksi e-commerce dan online dispute resolution.17 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai ODR 

seperti yang telah dikutip di atas, penelitian ini akan berfokus pada metode 

ODR yang diadopsi dalam UNCITRAL Technical Notes on ODR serta 

desain pengaturan ODR utamanya untuk penyelesaian sengketa bisnis e-

commerce di Indonesia. Berdasarkan beberapa hasil kajian ilmiah terkait 

ODR, belum ada yang melakukan analisis lebih dalam mengenai metode 

ODR dalam UNCITRAL Technical Notes on ODR dan bentuk pengaturan 

yang tepat untuk ODR sehingga perlunya dilakukan penelitian yang penulis 

akan tuangkan dalam bentuk Skripsi/Tugas Akhir. 

                                                           
17Daniel S Simamora, 2018, “Tinjauan Normatif Terhadap Online Dispute Resolution 

Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa E-Commerce”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses untuk 

mengadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan hukum yang telah 

dikumpulkan dan diolah.18 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum 

merupakah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya.19 

1. Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum 

doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) 

atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang 

berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, 

ketidakjelasan dan konflik norma yang merupakan patokan berperilaku 

masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.20  

 

 

                                                           
18Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18. 
19Ibid.,  
20Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Kencana, Jakarta, hlm. 124. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam praktiknya, pendekatan yang penulis gunakan adalah 

statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan comparative 

approach (pendekatan komparatif). Statute approach  dilakukan dengan 

mensinkronkan peundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. 

Hal ini berkaitan dengan ideal hukum (das sollen) yang terkandung 

dalam peraturan perundang-undangan yang pada kenyataannya 

bersinggungan dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat 

(das sein). Sementara comparative approach dilakukan dengan cara 

melakukan perbandingan penerapan dengan negara-negara lain 

sebagai upaya refleksi dalam rangka penerapannya di Indonesia. 

3. Jenis Data dan Bahan Hukum 

  Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder berbeda dengan data primer yang sumbernya 

diperoleh langsung di dalam masyarakat atau dari lapangan. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakan berupa 

peraturan perundang-undangan dan hasil olahan/tulisan/penelitian 

pihak lain. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek 



16 
 

penelitian.21 Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain terdiri dari:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan 

Indonesia atas Konvensi ICSID; 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa; 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik; 

8) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 1990 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di 

Indonesia; 

                                                           
21Ibid., hlm. 220. 
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9) Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia; 

10)  United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL) Technical Notes on ODR. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak 

mengikat secara yuridis.22 Literatur yang digunakan antara lain, buku, 

jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, makalah, hasil 

penelitian, dan skripsi. 

c. Bahan Hukum Tersier  

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi 

untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.23 

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan terdiri 

dari; Kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan-bahan yang ada di 

internet yang berkaitan dengan penelitian ini.  

4. Pengumpulan Bahan Hukum 

  Metode pegumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Penulis 

melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan 

perundang-undangan, instrumen hukum internasional, dokumen 

                                                           
22Ibid.,  
23Ibid., hlm. 221. 
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hukum, catatan hukum, hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur 

hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan hasil penilitian yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 

5. Analisis Bahan Hukum 

  Dalam menganalisis bahan hukum peneliti harus menyesuaikan 

dengan metode dan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Data 

yang dikumpulkan akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk 

dapat menggali dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 
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BAB II  

ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) SEBAGAI METODE 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS E-COMMERCE DI 

INDONESIA 

 

A. Tinjauan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis  

1. Pengertian Sengketa Secara Umum dan Sengketa Bisnis 

1.1.  Sengketa Secara Umum 

 Setiap manusia tentu mempunyai kebutuhan hidup yang bersifat 

mutlak dan harus dipenuhi. Kebutuhan setiap manusia berjenjang. 

Dengan kata lain, setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, muncullah 

kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi. Hal tersebut 

sudah menjadi kodrat manusia yang tidak pernah merasa puas dalam 

menjalankan kehidupannya. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan 

manusia sebagai berikut:24 

1. Physiological need, yaitu kebutuhan badaniah, meliputi sandang, 

pangan dan pemuasan seksual. 

2. Safety needs, yaitu kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan 

keamanan jiwa maupun keamanan harta. 

3. Social needs, yaitu kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan 

perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan 

                                                           
24Maslow dikutip dari Andi Tenri Famauri, Op.cit., hlm. 140. 
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dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi dan 

kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (sense or participation). 

4. Esteem Needs yaitu kebutuhan akan penghargaan, berupa 

kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain 

terhadap kita. 

5. Self actualization needs, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri, 

kebutuhan untuk mewujudkan diri, kebutuhan mengenai nilai dan 

kepuasan yang didapat dari pekerjaan. 

 Setiap orang tentu akan berusaha mewujudkan kelima hal 

tersebut. Bukan hal yang mudah sebab masing-masing manusia akan 

berusaha dan memaksakan diri mendapatkan kebutuhan tersebut 

sehingga sering kali menimbulkan sengketa atau konflik antara 

manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Peraturan-peraturan 

yang kaku yang dianggap menjadi penghalang dan penghambat untuk 

mencapai tujuan manusia, juga dapat menimbulkan sengketa atau 

konflik.25  

 Kata sengketa merupakan padanan dari Bahasa Inggris 

“dispute”, adapun konflik dari kata “conflict”. Permasalahannya, apakah 

sengketa sama dengan konflik, ada dua pendapat tentang hal ini. 

Pendapat pertama, mengatakan bahwa arti dari kedua kata tersebut 

sama, menggambarkan situasi dan kondisi di mana orang sedang 

                                                           
25Andi Tenri Famauri, Op.cit., hlm. 140. 
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mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang 

hanya ada pada persepsi mereka saja. Pendapat kedua mengatakan 

kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Istilah konflik 

mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa. Selain itu 

istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu soial 

dan politik, sedangkan istilah sengketa lebih sering ditemukan dan 

digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya sengketa perdata, 

sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa produsen dan 

konsumen.26 Sehingga istilah penyelesaian sengketa (dispute 

resolution) yang akan sering digunakan. 

 Sengketa dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok 

besar, yaitu:27 

1. Sengketa sosial (social dispute), adalah konflik atau sengketa yang 

tidak menimbulkan akibat hukum; sengketa sosial biasanya 

berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup 

dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Sanksi yang 

diberikan biasa bersifat sanksi internal; dan 

2. Sengketa hukum (legal dispute), adalah sengketa hukum yang 

menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran 

                                                           
26Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 1272. 
27D.Y. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 4.  
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terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan 

dengan hak kewajiban seseorang yang diatur dalam hukum positif. 

 Suatu perselisihan yang berujung pada sengketa atau konflik, 

selain disebabkan oleh karakter sifat dari seseorang yang merupakan 

faktor internal dalam diri yang bersangkutan, juga dapat terjadi oleh 

adanya faktor-faktor eksternal berupa aturan-aturan yang berlaku bagi 

setiap orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Owens, R.G, yang 

menyatakan bahwa penyebab konflik adalah “Aturan-aturan yang 

diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat 

menyebabkan konflik jika penerapannya terlalu kaku dan keras”.28 

Adapun menurut Schyut, sengketa atau konflik adalah “Suatu situasi 

yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-

tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka 

dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan 

pihak lain”.29 

  Dari dua definisi yang dikemukakan oleh Owens dan Schyut 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa atau konflik muncul ketika 

para pihak bersaing untuk mencapai tujuannya. Sengketa dapat 

disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan 

kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan yang 

                                                           
28Wahyudi, 2008, Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner, Cetakan 

Ke-3, Alfabeta, Bandung, hlm. 35. 
29B.R. Rijkschroeff, 1998, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, Diterjemahkan oleh F. 

Tengker, 2001, Mandar Maju, Bandung, hlm. 163. 
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lainnya.30 Para pihak dibatasi oleh aturan atau prosedur, yang terkadang 

tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak para pihak. Adanya usaha 

untuk mencapai tujuan masing-masing, tentunya akan berdampak pada 

persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah 

satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa. 

 

1.2. Sengketa Bisnis 

 Dalam konteks hukum, khususnya hukum bisnis, sengketa 

sebagai suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan upaya 

perniagaan atau perdagangan mempunyai masalah, yaitu 

menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi 

pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.31 Sengketa dapat 

juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi atau 

kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak 

terganggu atau dilanggar.32 

 Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi 

antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, 

antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan 

perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu 

                                                           
30Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan 

(Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Visimedia, Jakarta, hlm. 1.  
31Komar Kartaatmadja, 2001, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia, 

Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37. 
32Soerjono Soekanto, Loc.cit. 
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dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa 

dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi 

baik dalam lingkup nasional maupun internasional.33 Bisnis dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

individu/kelompok/organisasi yang menciptakan nilai melalui 

penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.  

 Adapun yang dimaksud sengketa bisnis menurut Maxwell J. 

Fulton adalah “a commercial disputes is one which arises during the 

course of the exchange or transaction process is central to market 

economy“ yang dapat diartikan bahwa suatu sengketa bisnis adalah 

suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang 

berpusat pada ekonomi pasar.34 Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan 

kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. 

Mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak 

mungkin dihindari terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. 

Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang 

melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di 

antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara para pihak yang 

                                                           
33Nurmaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di 

Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.  
34Adil Samadani, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 

199. 
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terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perniagaan 

dinamakan sengketa bisnis. 

 Terjadinya sengketa bisnis secara online atau yang biasa 

disebut dengan e-commerce pada zaman globalisasi saat ini telah 

memasuki babak baru dalam proses penyelesaiannya. Penyelesaian 

sengketa secara online menjadi opsi utama yang ditempuh para pelaku 

bisnis ketika berhadapan dengan sengketa bisnis khususnya pada 

bisnis e-commerce. Kemudahan proses yang disajikan melalui 

penyelesaian sengketa online menjadi alasan utama mereka memilih 

jalur ini. 

 

2. Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution) 

Manusia sebagai makhluk berakal selalu mencari sesuatu untuk 

memenuhi dan mengatasi masalah hidupnya, termasuk pencarian cara 

atau metode penyelesaian sengketa yang dialami manusia dalam rangka 

memenuhi keinginan fitrahnya sebagai manusia untuk hidup aman, tenang, 

damai, adil, dan tentram, selain itu yang bernilai ekonomi untuk menghindari 

kerugian lebih banyak lagi yang dialaminya.35 Di sinilah dibutuhkan 

kehadiran hukum untuk mengatur aspek kehidupan manusia salah satunya 

sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute resolution). 

                                                           
35Andi Tenri Faumauri, Op.cit., hlm. 159. 
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Penyelesaian sengketa tergantung pada bagaimana sengketa 

tersebut ditangani. Penanganan sengketa yang dimaksud di sini adalah 

bagaimana para pihak yang berselisih menghadapi dan berusaha 

menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Para pihak yang 

bersengketa dapat menghadapi atau menyelesaikan sengketa tersebut 

dengan berbagai cara, tergantung pada keadaan dan kondisi yang ada 

dalam sengketa tersebut.36 Adapun cara-cara penyelesaian sengketa 

dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal 

yang disebut dengan pengadilan (litigasi), dan ada yang diselesaikan 

secara informal di luar pengadilan (non-litigasi). Litigasi merupakan proses 

penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang 

bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan 

hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian 

sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose 

solution.37 Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, 

menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang-kalah, cenderung 

menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, 

membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan 

permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. 

                                                           
36Nurmaningsih Amriani, Op.cit., hlm. 19. 
37Ibid., hlm. 35. 
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Seiring perkembangan zaman, masyarakat mendambakan proses 

penyelesaian sengketa yang cepat, damai, dan pasti. Pengadilan yang 

diharap mampu mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan 

keadilan dan kepastian hukum, malah gagal sebagai instrumen untuk 

menjamin kepentingan dan efektivitas penyelesaian sengketa. Beberapa 

kritik terhadap pengadilan yang terjadi pada berbagai negara menurut 

M.Yahya Harahap yaitu:38 penyelesaian sengketa lambat; biaya perkara 

mahal; peradilan pada umumnya tidak responsif; dan kemampuan hakim 

bersifat generalis. Oleh karena itu, para akademisi hukum berusaha 

mencari alternatif melalui jalur non-litigasi. Alternatif lain selain dari proses 

pengadilan inilah dewasa ini dikenal dengan nama ADR (Alternative 

Dispute Resolution) di mana dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam perspektif UU AAPS, APS  

adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. 

 

 

 

                                                           
38M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan 

Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153-158. 
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3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 

3.1. Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  

  Pasal 1851 KUHPerdata mengatur penyelesaian sengketa 

melalui APS pada dasarnya adalah perdamaian. Oleh karenanya 

harus memperhatikan ketentuan KUHPerdata khususnya aturan 

mengenai perdamaian pada Bab XVIII Pasal 1851–1864. 

Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata: 

“perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana 
kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan 
atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara 
yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya 
suatu perkara” 

  Oleh karena perdamaian merupakan kehendak para pihak 

sendiri, maka terhadap perdamaian tersebut tidak dimungkinkan 

lagi adanya upaya hukum seperti banding atau kasasi. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdata, 

“segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu 

kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang 

penghabisan”. Perdamaian tersebut hanya dapat dimintakan 

pembatalannya apabila secara nyata telah terjadi kekhilafan 

mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, dan 
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adanya unsur penipuan dan pemaksaan (Pasal 1859–1863 

KUHPerdata).39 

b. Kontrak yang Dibuat Oleh Para Pihak  

  Kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang 

membuatnya seperti layaknya sebuah undang-undang (Pasal 

1338 KUHPerdata). Setiap kontrak yang dibuat biasanya selalu 

mencantumkan klausula penyelesaian sengketa. Dalam klausula 

tersebut dinyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan dalam 

pelaksanaan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase, maka 

para pihak terikat untuk mematuhinya. Hal ini juga dinyatakan 

dalam Pasal 3 UU AAPS, “Pengadilan Negeri tidak berwenang 

untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam 

perjanjian arbitrase”. Ketentuan ini dikuatkan Pasal 11 UU AAPS 

yang menyatakan:  

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis 
meniadakan hak para pihak untuk mengajukan 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat 
dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan 
Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 
melalui arbitrase, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan 
dalam undang-undang ini.” 

  Artinya apabila isi kontrak menyebutkan demikian, maka 

sengketa yang terjadi menjadi kewenangan Lembaga APS 

                                                           
39Candra Irawan, 2017, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia, CV Mandar 

Maju, Bandung, hlm. 18. 
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(arbitrase) untuk menyelesaikannya. Apabila ada pihak yang 

mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri, maka 

hakim dengan berdasar pada Pasal 3 dan Pasal 11 UU AAPS 

wajib menolaknya dan menyatakan pengadilan tidak 

berwenang.40 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan 

Indonesia atas Konvensi ICSID  

  Indonesia meratifikasi konvensi ICSID (International Centre 

for Settlement of Investment Disputes) pada tanggal 16 Februari 

1968 yang kelahirannya diprakarsai oleh World Bank (Bank 

Dunia),41 yang mengatur penyelesaian sengketa antara investor 

asing dengan Negara Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang 

giatnya membangun perekonomian nasional dengan cara 

mengundang penanaman modal asing (PMA) secara langsung. 

Demi meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap iklim 

investasi dan kepastian hukum, terutama dalam menyelesaikan 

sengketa yang mungkin timbul, maka diratifikasilah konvensi 

ICSID.  

  Pengakuan dan persetujuan Pemerintah Indonesia atas 

konvensi ICSID, sekaligus merupakan upaya menyakinkan Bank 

                                                           
40M. Yahya Harahap, “Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian Atas UU Nomor 

30 Tahun 1999”, Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yayasan 
Pengembang Hukum Bisnis Jakarta, Vol. 21, November 2002, hlm. 16. 

41M. Yahya Harahap, 2006, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.  



31 
 

Dunia (World Bank) dan Bank Internasional untuk rekonstruksi 

dan pembangunan (International Bank for Reconstruction and 

Development) akan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk 

menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum 

arbitrase. Hal ini memberi citra bagi Bank Dunia bahwa dalam 

masalah penanaman modal asing, pihak Indonesia tidak 

bermaksud mau menang sendiri dengan jalan mempertahankan 

dan memberlakukan sistem tata hukum Indonesia.42 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya ditulis UU AAPS)  

  Sebelum lahirnya undang-undang ini, penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan khususnya melalui arbitrase 

bersandar pada ketentuan Pasal 615-651 Reglemen Acara 

Perdata atau Reglement op de Rechtsvordering (RV), Pasal 377 

Reglemen Indonesia Baru atau Herzien Indonesis Reglement 

(HIR), Pasal 705 Reglemen Acara bagi Daerah Luar Jawa dan 

Madura atau Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan 

ketentuan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman.  

                                                           
42Ibid., hlm. 6. 
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  UU AAPS sesuai dengan namanya lebih banyak mengatur 

tentang arbitrase. Sementara APS di luar pengadilan lainnya 

mengenai konsultasi, negosiasi, dan mediasi serta legal opinion 

hanya terdapat dalam Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 6.  Meskipun 

demikian, kehadiran undang-undang ini semakin mengukuhkan 

keberadaan APS sebagai lembaga/pranata penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan (extra judicial) dalam penyelesaian 

sengketa perdata.43 

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Selanjutnya ditulis UUKK) 

  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (UUKK) dalam beberapa pasal telah mengatur 

keberadaan APS. Pasal 5 UUKK, menyatakan bahwa hakim-

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Ketentuan ini membuka cara penyelesaian lain selain melalui 

proses peradilan, sepanjang para pihak memilihnya dan 

menyakini memperoleh penyelesaian perkara secara adil. 

Selanjutnya pada Pasal 10 UUKK, ditegaskan lagi bahwa 

penyelesaian perkara melalui proses peradilan tidak menutup 

usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian, baik di 

                                                           
43Candra Irawan, Op.cit., hlm. 20. 
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dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Perdamaian dapat 

dilakukan melalui berbagai model penyelesaian sengketa. 

  Secara lebih tegas lagi, penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan diatur dalam Pasal 58–61 UUKK. Upaya 

penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar 

pengadilan negara melalui arbitrase atau APS (Pasal 58 UUKK). 

Selain arbitrase, APS di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh 

para pihak adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 

penilaian ahli. Pilihan tersebut harus dituangkan dalam 

kesepakatan tertulis. Hasil dari proses APS yang dipilih oleh para 

pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan 

dengan itikad baik (Pasal 60 UUKK). Ketentuan hukum acara 

perdata memperbolehkan adanya perdamaian antara para pihak 

dengan difasilitasi oleh hakim yang mengadili perkara.  

  Dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 3 Ayat (1) 

UUKK, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa melalui 

proses peradilan di Pengadilan Negeri. Instrumen APS bebas 

dipilih oleh para pihak sepanjang disetujui bersama tanpa adanya 

paksaan atau tekanan. 
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f. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1981 tentang 

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di 

Indonesia  

  Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 

yang hanya mengakui putusan arbitrase asing yang diputuskan 

oleh ICSID, Keppres Nomor 34 Tahun 1981 memiliki jangkauan 

yang lebih luas dengan mengakui (recognition) seluruh putusan 

arbitrase asing dan pelaksanaannya (enforcement) di wilayah 

hukum Indonesia. Keppres ini pada dasarnya merupakan 

ratifikasi terhadap isi Konvensi New York 1958 yang bertujuan 

mendorong kerja sama internasional dalam meningkatkan 

kepedulian terhadap arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, 

mengakui, dan melaksanakan setiap putusan arbitrase asing di 

wilayah negara masing-masing.44 

g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) 

Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan 

Arbitrase Asing di Indonesia  

  Sebelum keluarnya peraturan ini, eksekusi putusan arbitrase 

di Indonesia masih menemui kendala hukum. UU Nomor 5 Tahun 

1968 dan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 belum diakui oleh 

Mahkamah Agung sebagai landasan hukum dalam 

                                                           
44Candra Irawan, Op.cit., hlm. 23. 
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melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia karena 

dianggap belum ada peraturan pelaksanaannya, terutama di 

lingkungan Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI sebagai 

institusi peradilan tertinggi di Indonesia tidak bisa serta merta 

menerapkan ketentuan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang 

mengadopsi Konvensi New York 1958. Mahkamah Agung RI 

tidak ingin isi putusan arbitrase asing tersebut bertentangan 

dengan kepentingan dan ketertiban umum dan menyimpang dari 

asas-asas sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah 

Agung RI sebelum mengeluarkan perintah eksekusi, perlu 

melakukan penelitian dan pengkajian terhadap isi putusan 

arbitrase tersebut.  

  Putusan arbitrase asing yang dimaksud oleh aturan ini 

adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase 

ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik 

Indonesia, ataupun putusan arbitrase atau arbiter perorangan 

yang menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai 

suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap 

sesuai dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 Pasal 2. Putusan 

arbitrase asing yang dapat dieksekusi adalah putusan arbitrase 
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sebagaimana ketentuan Pasal 2 di atas, dengan persyaratan 

sebagai berikut:45 

1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun 

arbiter perorangan di suatu negara dengan negara Indonesia 

ataupun bersama-sama dengan negara Indonesia terikat 

dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan dan 

pelaksanaan putusan arbitrase asing.  

2. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas).  

3. Putusan arbitrase asing tersebut menurut ketentuan hukum 

Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. 

4. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.  

5. Memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung RI. 

 

3.2. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa  

Proses yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa 

dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:46 

a) dilihat dari tempat, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan 

yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) UU AAPS Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada enam macam tata cara 

                                                           
45Ibid., hlm. 24. 
46Andi Tenri Famauri, Op.cit., hlm. 162-163. 
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu arbitrase, 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli hukum. 

b) dilihat dari sifat proses,yaitu litigasi melalui pengadilan dan proses 

arbitrase; dan non-litigasi melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, 

dan konsiliasi 

 Jacqueline M. Nolan-Haley, dalam bukunya yang berjudul 

Alternative Dispute Resolution, seperti yang dikutip oleh Priyatna 

Abdurrasyid menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa alternatif 

terdiri dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan Priyatna 

Abdurrasyid menyimpulkan bentuk APS adalah mediation (mediasi), 

conciliation (konsiliasi), disputes prevention, binding opinion, valuation 

appraisal, special matters, matters, ombudsmen, minitrial, private 

judges, summary jury trial, quality arbitration atau arbitration.47 Joni 

Emirzon menyatakan bentuk-bentuk APS yang paling umum saat ini 

dilakukan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.48 

Keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar 

pengadilan, yang memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung yang 

mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.  

                                                           
47H. Priyatna Abdurrasyid, Makalah:”Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Di 

Luar Pengadilan”, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Semarang, September 1996, 
hlm. 12. 

48Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, 
Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 39. 
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 Metode APS yang umum digunakan meliputi negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan 

kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. 

Negosiasi dalam sektor hukum berbeda dengan jenis negosiasi lainnya 

karena dalam negosiasi hukum melibatkan pengacara atau penasihat 

hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para 

pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsensus 

(kesepakatan) dalam hal penyelesaian sengketa antara mereka. 

Peranan penasihat hukum adalah hanya membantu pihak yang 

bersengketa menemukan bentuk kesepakatan yang menjadi sasaran 

kedua pihak yang bersengketa. 

 Menurut John W. Head yang dikutip oleh Jimmy Joses Sembiring 

dalam bukunya berjudul “Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar 

Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)”, Negosiasi 

merupakan diskusi langsung antar para pihak tanpa keterlibatan 

mediator, konsiliator, arbitrator atau orang luar, dengan harapan bahwa 

para pembuat keputusan bisnis dapat menyelesaikan sengketa mereka 

tanpa persidangan formil atau yang ada di luar lingkup para pihak.49 

Miller dan Jentz dalam Business Law Today menyatakan, negosiasi 

adalah proses di mana para pihak berusaha untuk menyelesaikan 

perselisihan secara informal, dengan atau tanpa pengacara untuk 

                                                           
49Jimmy Joses Sembiring, Op.cit.,  hlm. 44. 
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mewakili mereka.50 Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa 

yang muncul di antara para pihak, maupun hanya karena belum ada 

kata sepakat yang disebabkan karena belum pernah ada pembicaraan 

tentang hal tersebut. Negosiasi mensyaratkan bahwa para pihak yang 

bersengketa atau konsultan hukumnya mampu mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi dan memberikan jalan keluar 

pemecahannya. 

 Laurence Boulle dalam bukunya “Mediation: Principles, process, 

and practice”, memberikan defenisi mediasi, yaitu sebagai upaya 

penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, 

yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang 

membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian 

(solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.51 Dengan kata lain, 

Mediasi adalah proses penengahan di mana seseorang berperan 

sebagai alat komunikasi antara para pihak sehingga pandangan yang 

berbeda tentang sengketa dapat dipahami dan mungkin didamaikan, 

tetapi tanggung jawab utama untuk mencapai perdamaian tetap berada 

pada para pihak itu sendiri. 

 Menurut Miller dan Jentz, “Mediation is a method of settling 

disputes outside of court by using the services of a neutral third party, 

                                                           
50Ibid.,   
51Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, hlm. 2. 
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who act as a communicating agent between the parties and assists the 

parties in negotiating a settlement.”52 Miller dan Jentz berpendapat 

bahwa mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang netral, yang 

bertindak sebagai agen komunikasi antara para pihak dan membantu 

para pihak dalam merundingkan penyelesaian. Mediasi biasanya 

merupakan pilihan penyelesaian sengketa lanjutan oleh pihak yang 

bersengketa setelah cara negosiasi tidak menemukan titik temu. 

Secara teoretis, mediasi membutuhkan beberapa syarat agar 

prosesnya berhasil, misalnya para pihak yang berselisih memiliki daya 

tawar (bargaining power) yang setara, dan para pihak tetap berharap 

untuk memiliki hubungan yang baik di kemudian hari. 

 Seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga merupakan 

suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga baik 

sendiri maupun beberapa orang. Biasanya konsiliasi mengacu pada 

suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang 

mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi 

perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang 

mediator. Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kompetensi dan 

pengalamannya yang secara profesional telah diakui kemampuannya 

sebagai penengah. Konsiliator memberikan pendapat nya dan 

                                                           
52Ibid., 
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membantu pihak yang bersengketa dengan daftar alternatif-alternatif 

yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa. Jika para pihak 

sepakat maka para pihak itu sendiri yang akan menetapkan pilihan 

penyelesaian sengketa di antara mereka yang akan di tuangkan dalam 

suatu kesepakatan tertulis. Konsiliator juga melakukan tindakan-

tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, 

mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak 

kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan 

langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain.53 

 Arbitrase sebagai pranata hukum merupakan bentuk APS yang 

paling populer dan banyak dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa di antara bentuk-bentuk APS yang lain.54 Arbitrase telah 

memiliki pedoman yang lengkap baik arbitrase nasional maupun 

internasional, dan dianggap mempunyai banyak kelebihan dari bentuk  

yang lain. UU AAPS menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 

para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, sengketa akan diperiksa 

                                                           
53Munir Fuady, 2009, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra 

Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 52 
54Erni Dwita Silambi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Melalui Arbitrase 

Internasional”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Universitas Musamus Merauke, No. 06, Oktober 
2012, hlm. 298. 
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dan dinilai oleh orang yang ahli dalam bidang/pokok permasalahan 

yang disengketakan.  

 Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang 

dibuat berdasarkan perjanjian antar para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa melalui hakim arbiter. Arbiter harus selalu dalam jumlah yang 

ganjil dan merupakan pihak yang netral (tidak memihak) dan secara 

aktif serta profesional memiliki kewenangan memutuskan dalam 

penyelesaian sengketa. Arbiter merupakan hakim swasta yang 

independen bagi para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, para 

pihak dapat memilih arbiter.55 

 

4. Online Dispute Resolution (ODR)  

4.1. Pengertian, Sejarah, dan Perkembangan ODR di Indonesia 

  Diilhami eksistensi APS dalam dunia offline, Online Dispute 

Resolution (ODR) lahir sebagai varian dari APS. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa ODR merupakan implementasi APS dengan 

menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana 

definisi ODR menurut Colin Rule, yakni: “the use of information and 

communications technology to help parties manage, transform and 

                                                           
55Marwah M. Diah, “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar 

Pengadilan”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Vol. 
5 No. 02, April 2008, hlm. 9.  
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resolve their conflicts.”56 Pengertian senada diberikan oleh Pablo Cortes 

yakni: 

“Online Dispute Resolution (ODR) is often referred as a form 
of Alternatif Dispute Resolution (ADR) which takes advantage of the 
speed and convenience of the Internet and ICT. ODR is the best (and 
often the only) option for enhancing the redress of consumer 
grievances, strengthening their trust in the market, and promoting the 
sustainable growth of e-commerce.” 57  

Serta definisi oleh Lee A Bygrave, di mana ODR diartikan secara umum 

sebagai suatu proses di mana perselisihan ditangani secara substansial 

(melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau kombinasi dari 

semuanya) melalui jaringan elektronik seperti Internet.58 

 ODR pertama muncul pada Tahun 1995 di Amerika Serikat. The 

National Centre for Automated Information Research (Philadelphia, 

Amerika Serikat) membuat ODR dengan nama Virtual Magistrate (VM) 

yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa antara 

penyedia jasa internet (internet service providers) dan pengguna 

(users).59 Pada 1999, eBay, sebuah perusahaan e-commerce, 

membuat ODR di mana hal ini berangkat dari proyek percontohan (pilot 

                                                           
56Siti Yuniarti, https://business-law.binus.ac.id/2018/06/30/online-dispute-resolution/, 

diakses pada tanggal 15 April 2021 pukul. 19.45 WITA. 
57Pablo Cortes, Paper: “What is Online Dispute Resolution?”, Law Faculty of Oxford 

University, Oxford, 28 October 2011, p.1. 
58Lee A Bygrave, Paper: “Online Dispute Resolution – What it Means for Consumers”, Legal 

Education programme of University of SNW, Sydney, 7 May 2002, p.1. 
59Adel Chandra, “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute 

Resolution (Odr) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”, Jurnal 
Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Vol. 10 No. 02, September 2014, 
hlm. 82. 

https://business-law.binus.ac.id/2018/06/30/online-dispute-resolution/
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project) bersama University of Massachusetts yang hendak mengkaji 

efektivitas mediasi secara daring terhadap sengketa yang dialami 

pembeli dan penjual pada laman web eBay. Proyek ini menunjukkan 

partisipasi tinggi oleh pihak yang berselisih dibandingkan partisipasi 

mediasi yang dilakukan secara tradisional. Mediasi secara daring yang 

diinisiasi kedua pihak ini dinamakan dengan SquareTrade.60 

 Seiring perkembangan globalisasi, sejumlah inisiatif ODR 

muncul dalam menyelesaikan sengketa terkait internet dan e-

commerce terbukti dari terbentuknya sejumlah penyedia ODR yang 

terkenal di antaranya adalah CyberSettle, Uniform Domain Names 

Dispute Resolution Policy (UDRP), Modria, dan China International 

Economic and Trade Arbitration Comission (CIETAC).61 Modria 

termasuk penyedia ODR tersukses. Modria didirikan pada 2011 oleh 

Modria Resolution Center dengan bekerja sama dengan eBay dan 

American Arbitration Association (AAA). Modria menyelenggarakan 

mediasi dan arbitrase daring serta mampu membuat aktivitasnya dalam 

bentuk yang sederhana. Meskipun baru, Modria dianggap paling 

sukses dan menjadi pemimpin sektor ODR dengan jumlah penerimaan 

kasus per tahun lebih dari 100.000 kasus.62 Oleh karena 

                                                           
60J.E.J. Prins, et.al., 2002, Trust in Electronic Commerce: The Role of Trust from a Legal, an 

Organizational and a Technical Point of View, Kluwer Law International, London, p.280. 
61Pablo Cortes, Op.cit., p. 64-70. 
62Karolina Mania, “Online Dispute Resolution: The future of Justice”, International 

Comparative Jurisprudence, Institute of Political Science of Pedagogical University of Cracow, 
October 2015, p. 76-86. 
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kesuksesannya, Modria dilirik dan kemudian diakuisisi oleh Tyler 

Technologies pada 2017.63 

 Di Asia, CIETAC membentuk CIETAC Online Dispute Resolution 

Center dengan mengadopsi arbitrase daring. CIETAC ODR ini menjadi 

ODR pertama di Asia. Lembaga ini mempunyai kompetensi dalam 

penyelesaian sengketa secara daring dengan mengembangkan laman 

situsnya menjadi media penyelesaian sengketa. CIETAC 

mengembangkan self-regulation dalam mengatur mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase daring.64 

 Pada awalnya penerapan ODR di Indonesia masih menimbulkan 

beberapa permasalahan, karena UU AAPS secara eksplisit belum 

mengatur tentang penyelesaian sengketa secara online melainkan 

hanya mengatur secara jelas penyelesaian sengketa secara 

konvensional seperti yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat (2) UU AAPS 

yaitu: 

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif 
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan 
dalam suatu kesepekatan tertulis” 

 Namun, setelah pemerintah Indonesia pada November 2019 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

                                                           
63https://1legal.com/tyler-technologies-acquires-online-dispute-resolution-company-

modria/, diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 20.02 WITA. 
64Sitompul, Merine Gerarita, Op.cit., hlm. 75-93. 

https://1legal.com/tyler-technologies-acquires-online-dispute-resolution-company-modria/
https://1legal.com/tyler-technologies-acquires-online-dispute-resolution-company-modria/


46 
 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Selanjutnya ditulis PP PMSE), 

maka implementasi ODR di Indonesia sudah memiliki dasar hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (2) PP PMSE sebagai 

berikut: 

“Penyelesaian sengketa elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik (online dispute 
resolution) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.” 

Pasal tersebut dianggap memberikan dasar bagi pelaksanaan ODR di 

Indonesia, meskipun peraturan pemerintah ini belum secara khusus 

menunjuk suatu lembaga sebagai penyelenggara ODR di Indonesia. 

 

4.2. Keuntungan Penerapan ODR di Indonesia 

  Keuntungan bagi konsumen dan pelaku usaha transaksi e-

commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR, antara lain:65 

a. Time and Cost Savings 

 Penyelesaian sengketa secara online tentunya dapat 

mengefisiensikan waktu bagi para pebisnis antar negara yang 

terlibat dalam suatu sengketa yang timbul dari aktifitas 

bisnis/perdagangan internasional secara online. Penggunaan 

internet untuk menyelesaikan suatu sengketa dapat mempercepat 

prosedur penyelesaian sengketa para pihak, hal ini dikarenakan 

ODR memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan 

                                                           
65Ibid., hlm. 89-90. 
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waktu untuk proses penyelesaian atau dapat disebut bahwa para 

pihak memiliki waktu yang fleksibel dalam menyelesaikan sengketa.  

  Prinsip “Time is Money” merupakan hal yang terpenting bagi 

para pebisnis lintas negara, penyelesaian sengketa yang tidak perlu 

adanya suatu pertemuan akan memudahkan bagi pebisnis yang 

terlibat sengketa, selain pebisnis tersebut dapat menyelesaikan 

sengketanya secara online, sebagian waktunya dapat ia sisihkan 

untuk tetap bekerja. 

b. Convenience of the Procedure 

  ODR menyediakan penggunaan komunikasi yang 

menggunakan sistem asynchronous, sistem ini memudahkan para 

pihak untuk saling bertukar pendapat tanpa harus saling merasa 

terintimidasi. Biasanya para pihak yang bersengketa enggan 

melakukan pertemuan dengan pihak lawan, hal ini dikarenakan 

pada umumnya pihak yang dituntut memiliki perasaan takut akan 

diintimidasi oleh pihak lawan. 

c. Selection of The Third Parties  

  Selain kelebihan ODR sebelumnya, kelebihan ODR lainnya 

adalah proses penunjukan arbiter. Pada ODR para pihak dapat 

mengontrol lebih atas proses (misalnya pemilihan waktu) dalam 

menyelesaikan sengketanya tersebut. Selain itu para pihak dapat 



48 
 

memilih pihak ketiga yang dirasa tepat untuk menyelesaikan 

sengketanya dan menentukan prosesnya.66 

 

4.3.  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah pusat 

arbitrase di Indonesia. Lembaga arbitrase ini memberikan beragam jasa 

yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain 

dari APS termasuk hybrid arbitration sebagai APS komersial melalui 

pengadilan. BANI menawarkan kepada para pihak forum yang 

independen untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan memberikan 

dukungan kelembagaan yang diperlukan dengan bertindak secara 

otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. BANI 

membantu para pihak menunjuk arbiter apabila mereka tidak mencapai 

kesepakatan dan memantau dan mengawasi proses arbitrase.67 

Dalam lingkup BANI, penerapan metode online untuk 

menyelesaikan sengketa pada awalnya menggunakan dasar hukum 

Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 34 UU AAPS untuk penyelenggaraan 

arbitrase online. Berdasarkan kedua pasal tersebut, BANI 

mengelompokkan sengketa yang diajukan pemohon termasuk pada 

wanprestasi jual beli online, pelanggaran hak cipta, paten, atau 

                                                           
66Ibid., hlm. 91. 
67Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter, 

https://www.baniarbitration.org/assets/pdf/newsletters/1-Newsletter_oct_dec_07.pdf, diakses 
pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 21.00 WITA. 

https://www.baniarbitration.org/assets/pdf/newsletters/1-Newsletter_oct_dec_07.pdf
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pencemaran nama baik karena banyak sengketa yang berhubungan 

dengan kegiatan melalui media online. BANI akan menetapkan proses 

penyelesaian sengketa tersebut secara online atau tidak setelah 

mendapat persetujuan para pihak bersengketa.68  

Pada Mei 2020 lalu BANI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 

20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur 

Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik yang terdiri dari 12 pasal. 

SK Arbitrase Secara Elektronik terbit dengan mempertimbangkan rapat 

dan sidang Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat diadakan pada 

setiap waktu dan tempat termasuk melalui jaringan internet. Dengan 

adanya SK Arbitrase Secara Elektronik ini, maka SK Dewan Pengurus 

BANI mengenai Penghentian Sementara Proses Persidangan di BANI 

Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dinyatakan 

tidak berlaku. Sedangkan SK Arbitrase Secara Elektronik mulai berlaku 

sejak tanggal ditetapkan.69 Namun, dari 12 pasal tersebut tidak ada 

satupun pasal yang mengatur tentang asas dan prinsip pelaksanaan 

ODR, aspek keamanan media yang digunakan, dan perlindungan 

hukum terhadap kerahasiaan data pribadi para pihak. Sehingga dapat 

                                                           
68Ita Susanti, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Secara Online (Online Dispute 

Resolution) Dalam Ruang Lingkup Hukum Bisnis”, Jurnal UP MKU Politeknik Negeri Bandung, Vol. 
11 No. 01, Maret 2019, hlm. 17. 

69https://bplawyers.co.id/2020/05/29/sidang-arbitrase-di-bani-akan-dilakukan-secara-
elektronik/, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 20.33 WITA. 

https://bplawyers.co.id/2020/05/29/sidang-arbitrase-di-bani-akan-dilakukan-secara-elektronik/
https://bplawyers.co.id/2020/05/29/sidang-arbitrase-di-bani-akan-dilakukan-secara-elektronik/
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dikatakan bahwa SK BANI ini belum memberikan pengaturan secara 

jelas mengenai ODR. 

 

4.4. United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL) 

United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL) merupakan subsdiary organs Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB) yang telah berperan dalam mengharmonisasi hukum 

transaksi e-commerce. Berdasarkan Resolusi No.2205 (XXI) tanggal 17 

Desember 1966 mengenai Pendirian UNCITRAL oleh Majelis Umum 

PBB, pada Bab I menyatakan bahwa Majelis Umum PBB memutuskan 

untuk membentuk UNCITRAL yang berperan khusus dalam 

meningkatkan perkembangan harmonisasi dan unifikasi hukum 

perdagangan Internasional.70 

Pada Tahun 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu 

aturan hukum cukup penting yakni UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce.71 Model Law tersebut dibuat sebagai wujud peran 

UNCITRAL untuk mengharmonisasi hukum dalam transaksi e-

commerce. Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce with Guide to Enactment 1996 dinyatakan bahwa: 

                                                           
70Dewi Lestari, Ni Putu, “Peran United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) 
Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Oktober 2014, hlm. 3-4. 

71Huala Adolf, 2010, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Edisi Revisi Cetakan Ke-3, 
PT Refika Aditama, Bandung, hlm.42. 



51 
 

“The term “commercial” should be given a wide interpretation 
so as to cover matters arising from all relationship of a commercial 
nature wether contractual or not. Relationships of a commercial 
nature include, but are not limited to the following transactions: any 
trade transaction for the supply or exchange of gods and services; 
distribution agreement; commercial representation or agency; 
factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; 
licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitiation 
agreement or concession; joint venture and other forms of industrial 
or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, 
sea,rail or road.“72 

Ketentuan dalam pasal tersebut menekankan bahwa istilah komersial 

seharusnya diberikan interpretasi secara luas agar dapat melingkupi 

semua perselisihan yang timbul sebagai akibat dari hubungan komersial 

baik secara kontraktual ataupun tidak. 

Selain UNCITRAL Model Law on E-Commerce, UNCITRAL juga 

memiliki suatu catatan yang bersifat deskriptif dan tidak mengikat yang 

disebut UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution. 

Technical Notes atau Catatan Teknis dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan ataupun sengketa yang ditimbulkan oleh transaksi e-

commerce. Catatan Teknis ini dirancang untuk berkontribusi pada 

pengembangan sistem ODR yang memungkinkan penyelesaian 

perselisihan yang timbul dari kontrak penjualan atau layanan bernilai 

kecil secara online yang diakhiri dengan menggunakan komunikasi 

elektronik. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa (UE), 

Cina dan negara asia lainnya menyadari pentingnya mekanisme 

                                                           
72Hill, Richard and Ian Walden, 1996, The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic 

commerce: Issues and solutions (teaching materials)  
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penyelesaian sengketa yang efektif, dan memberlakukan peraturan 

tentang hal ini dengan cara mengadopsi UNCITRAL Technical Notes on 

ODR sebagai pedoman bagi negara-negara untuk menyelesaikan 

perselisihan yang timbul dari penjualan menggunakan komunikasi 

elektronik tanpa perlu kehadiran fisik atau pendengaran.73 

 

B. Analisis Dasar Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR) di 

Indonesia 

Sebelum penulis mengambil kesimpulan terkait kejelasan dasar 

pengaturan ODR di Indonesia, penulis terlebih dahulu membaca dan 

menganalisis beberapa literatur yaitu peraturan perundang-undangan di 

antaranya UU AAPS dan PP PMSE, Surat Keputusan BANI tentang 

Arbitrase secara elektronik serta instrumen hukum internasional yang 

berkaitan dengan ODR yaitu UNCITRAL Technical Notes on ODR sebagai 

berikut: 

 

1. Interpretasi ODR dalam UU AAPS dan PP PMSE 

UU AAPS merupakan suatu undang-undang yang sangat baik untuk 

menjamin kepada para pelaku usaha yang enggan untuk menyelesaikan 

perkaranya ke Pengadilan Nasional Indonesia untuk memilih jalur-jalur lain 

yang lebih cocok dan nyaman bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa 

                                                           
73Danielle Long, The Drum, http://www.thedrum.com/news/2017/07/05/china-s-

ecommerce-market-pass-11tn-2017, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 21.20 WITA. 
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yang terjadi. Undang-undang ini mencakup pengaturan untuk 

menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak 

karena hubungan hukum tertentu atau kerugian yang disebabkan oleh 

hubungan hukum tersebut. Arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan penilaian ahli adalah cakupan penyelesaian sengketa yang 

diatur dalam Pasal 1 UU AAPS. Keenam pilihan tersebut memberikan 

kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih cara 

terbaik untuk menyelesaikan sengketa. 

Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU AAPS memang mengatur 

bahwa klausul arbitrase harus dalam bentuk tertulis. Namun dalam UU ini 

juga memungkinkan arbitrase dilakukan secara online, sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (3) UU AAPS bahwa:  

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman 
teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana 
komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan 
oleh para pihak”.  

Ketentuan dalam pasal di atas telah memberikan peluang penerapan ODR 

sesuai dengan perkembangan zaman yang mengalami modernisasi. 

Hukum acara arbitrase diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU AAPS 

menyatakan bahwa: 

“Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, 
bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam 
pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam undang-undang ini”. 



54 
 

Ketentuan ini merupakan prinsip party autonomy yang memberi para pihak 

kebebasan penuh untuk memutuskan prosedur beracara arbitrase, 

termasuk pelaksanaan secara online.  

Ketentuan persidangan diatur dalam Pasal 36 UU AAPS yang 

menentukan proses arbitrase secara tertulis. Jika diperlukan, dapat juga 

diadakan pemeriksaan secara lisan. Akan tetapi secara teknis pemeriksaan 

lisan dengan elektronik dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak. 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, 

persidangan antara pemohon dan termohon di hadapan arbiter dapat 

dilakukan dengan handphone melalui 3G ataupun melalui video 

conference. Bagian akhir dari proses arbitrase adalah permusyawaratan, 

permusyawaratan secara online dimungkinkan jika para arbiter berada di 

wilayah yang berjauhan maka permusyawaratan akan dilakukan dengan 

menggunakan fasilitas e-mail, sehingga diperlukan waktu tertentu untuk 

melakukan permusyawaratan. UU AAPS sendiri kurang mengatur masalah 

permusyawaratan para arbiter.   

Pengiriman putusan secara online dengan memanfaatkan sarana 

elektronik, belum diatur secara tegas dalam UU AAPS. Dalam Pasal 55 UU 

AAPS hanya menyatakan: “Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, 

pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk 

mengucapkan putusan arbitrase“. Pasal 57 selanjutnya menentukan 

“Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 



55 
 

pemeriksaan ditutup“. Putusan nantinya akan diucapkan dalam suatu 

persidangan. Tidak adanya penjelasan lanjutan mengenai hal tersebut 

menunjukkan adanya uncompletely of norm atau ketidaklengkapan hukum. 

Berdasarkan pemaparan di atas, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa 

kerangka hukum metode ODR yang dikenal dalam UU AAPS sebagai salah 

satu APS dengan cara mengubah syarat pertemuan para pihak dari 

pertemuan fisik menjadi pertemuan non-fisik melalui media elektronik dan 

jaringan internet terbatas hanya dalam proses pertukaran surat dan 

persidangannya saja.  

Pada Tahun 2019, Pemerintah kemudian resmi mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik (PP PMSE) untuk menegaskan dan memperkuat  

kedudukan penerapan ODR di Indonesia. Pasal 72 Ayat (2) PP PMSE 

mengatur bahwa ODR dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Akan tetapi, sekali lagi aturan tersebut tidak 

menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem ODR itu sendiri sehingga tetap 

saja tidak dapat menjadi penunjang penerapan ODR di Indonesia karena 

masih berpotensi menjadi pasal karet. Sehingga berdasarkan pemaparan 

di atas, penulis menilai bahwa UU AAPS dan PP PMSE belum mengatur 

secara jelas dan komprehensif terkait ODR di Indonesia.  
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2. Prosedur Pelaksanaan ODR Ditinjau dari Surat Keputusan Nomor 

20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur 

Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik 

BANI selaku lembaga komersial yang bersifat otonom dan 

independen yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa perdata yang 

timbul terkait perdagangan, industri, dan keuangan74 pada Mei 2020 lalu 

baru saja mengeluarkan SK Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang 

Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. SK 

tentang arbitrase secara elektronik terbit dengan mempertimbangkan rapat 

dan sidang majelis arbitrase atau arbiter tunggal dapat diadakan pada 

setiap waktu dan tempat termasuk melalui jaringan internet.75 

Ketentuan dalam SK Arbitrase Secara Elektronik yang dikeluarkan 

oleh BANI, terdapat 12 Pasal yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam 

pelaksanaan metode ODR, Pasal 1 Angka 1, 2, 3, dan 4 tentang Ruang 

Lingkup menegaskan bahwa: 

(1) “Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara 
elektronik ini dapat digunakan apabila suatu keadaan darurat 
bencana dan keadaan khusus terjadi”  

(2) “Yang dimaksud dengan keadaan darurat bencana adalah 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2017, 
yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya 
penyelenggaraan arbitrase secara normal”. 

(3) “Keadaan yang termasuk keadaan darurat bencana, baik 
bencana alam maupun bencana non alam, antara lain terjadinya 
epidemi, pandemic, banjir besar, darurat nasional, huru hara, 
pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase 

                                                           
74Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa, PT Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 96-98. 
75https://bplawyers.co.id/2020/05/29/sidang-arbitrase-di-bani-akan-dilakukan-secara-

elektronik/, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 21.25 WITA. 
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atau demonstrasi yang keberadaannya dinyatakan oleh 
Lembaga yang berwenang” 

(4) “Keadaan yang termasuk keadaan khusus adalah keadaan di 
mana: 
a)Pihak yang hendak mengajukan permohonan arbitrase; atau 
b)Salah satu atau kedua pihak atau salah satu atau lebih arbiter 
berada di luar daerah atau luar negeri yang kesulitan untuk dapat 
datang ke sekretariat BANI atau tempat persidangan arbitrase 
karena terjadinya keadaan darurat bencana sebagaimana diatur 
dalam ayat 2 dan ayat 3 di atas dan atau terdapat keadaan khusu 
lainnya yang tidak memungkinkannya pihak pemohon arbitrase 
atau para pihak dapat hadir ke secretariat BANI atau tempat 
persidangan arbitrase. Termasuk dalam keadaan khusus ini 
adalah antara lain keadaan sakit; adanya larangan dari aparat 
Kesehatan termasuk dokter atau pejabat berwenang lainnya 
yang melarangnya untuk berpergian atau keadaan lainnya yang 
tidak memungkinkan dirinya untuk berpergian.” 

Keempat poin pasal di atas yang menjelaskan terkait ruang lingkup metode 

ODR oleh BANI membatasi penerapan ODR hanya pada saat suatu 

keadaan darurat bencana dan keadaan khusus terjadi. Menanggapi hal ini, 

dapat disimpulkan bahwa BANI pun selaku lembaga independen belum 

berani menerapkan ODR secara menyeluruh. 

Adapun dalam proses persidangan arbitrase online oleh BANI diatur 

dalam Pasal 4 tentang Peraturan Persidangan menentukan: 

“Dalam hal para pihak sepakat menerapkan peraturan dan 
prosedur arbitrase secara elektronik ini, persidangan dapat 
dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis 
internet termasuk tetapi tidak terbatas pada teleconference video-
conference atau virtual conference dengan menggunakan platform 
yang disepakati para pihak.”76 

                                                           
76Ibid., 
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Ketentuan dalam pasal tersebut BANI mengizinkan arbitrase online 

diadakan dengan menggunakan platform telekomunikasi berbasis online 

apa pun yang disepakati oleh para pihak, yang dapat mencakup 

telekonferensi, konferensi video, atau konferensi virtual. Dijelaskan dalam 

Pasal 7 poin ketiga, sebelum arbitrase online dimulai, BANI tetap 

mengizinkan para pihak untuk menghadiri mediasi untuk mencapai 

penyelesaian.77 Pasal 8 menentukan bahwa “Bukti-bukti dan atau dokumen 

yang hendak disampaikan oleh para pihak dapat dikirimkan melalui email 

dengan format Pdf atau diserahkan secara fisik.”.78 Sementara untuk 

pembacaan putusan Pasal 10 menentukan bahwa setelah mencapai 

keputusan, BANI akan mengumumkan putusan arbitrase secara elektronik 

melalui platform yang disepakati. Putusan akan dianggap mengikat secara 

hukum setelah salinan elektronik putusan dikirimkan kepada para pihak 

melalui e-mail.79 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa 

penggunaan metode ODR oleh BANI dilakukan dengan cara transformasi 

arbitrase konvensional menjadi online yang diwadahi sebuah media 

konferensi video atau konferensi virtual. Hal ini sudah sesuai dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 31 Ayat (1) UU AAPS yang menegaskan bahwa para pihak bebas 

                                                           
77Ibid., 
78Ibid., 
79Ibid., 
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untuk menentukan acara arbitrase yang akan mereka gunakan dalam 

pemeriksaan sengketa. Di samping itu, BANI juga mengacu pada Pasal 72 

Ayat (2) PP PMSE yang membolehkan penyelesaian sengketa secara 

ODR. Meskipun demikian, pengaturan ODR oleh BANI ini tentu saja belum 

jelas dan komperehensif. Pertama, ODR oleh BANI hanya dapat digunakan 

saat keadaan darurat bencana dan keadaan khusus saja. Kedua, dari 12 

pasal yang diatur tidak ada satupun pasal yang menjelaskan terkait asas 

dan prinsip ODR itu sendiri, serta sistem keamanan data dari media 

elektronik yang digunakan. Sehingga menurut penulis, SK Nomor 

20.015/V.SK-BANI/HU belum memberikan pengaturan yang jelas dan 

komperehensif mengenai ODR. 

 

3. Pedoman Pelaksanaan ODR berdasarkan UNCITRAL Technical 

Notes on ODR 

Pada sesi keempat puluh tiganya di New York pada tanggal 21 Juni-

9 Juli 2010, UNCITRAL sepakat bahwa kelompok kerja harus dibentuk 

untuk melakukan pekerjaan di bidang ODR yang berkaitan dengan lintas 

batas transaksi perdagangan elektronik.80 UNCITRAL menyelesaikan dan 

mengadopsi Technical Notes on ODR pada sesi keempat puluh Sembilan 

di Tahun 2017.81 Technical Notes atau Catatan Teknis tersebut tidak 

                                                           
80https://youngicca-blog.com/the-uncitral-technical-notes-on-online-dispute-resolution-

paper-tiger-or-game-changer/, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.46 WITA. 
81Ibid.,  

https://youngicca-blog.com/the-uncitral-technical-notes-on-online-dispute-resolution-paper-tiger-or-game-changer/
https://youngicca-blog.com/the-uncitral-technical-notes-on-online-dispute-resolution-paper-tiger-or-game-changer/
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mengikat, dan berbentuk dokumen deskriptif yang mencerminkan unsur-

unsur proses penyelesaian sengketa online. 

Adapun mengenai definisi, peran dan tanggung jawab, serta proses 

komunikasi ODR dijelaskan pada Bagian V UNCITRAL Technical Notes on 

ODR yaitu: 

“(24) Online dispute resolution, or “ODR”, is a “mechanism for 
resolving disputes through the use of electronic communications and 
other information and communication technology”. The process may 
be implemented differently by different administrators of the process, 
and may evolve over time.” 

Peran dan tanggung jawab para pihak juga dijelaskan pada bagian tersebut 

yakni: 

“(25) As used herein a “claimant” is the party initiating ODR 
proceedings and the “respondent” the party to whom the claimant’s 
notice is directed, in line with traditional, offline, alternative dispute 
resolution nomenclature. A neutral is an individual that assists the 
parties in settling or resolving the dispute.” 

Proses komunikasi ODR ditegaskan pada poin selanjutnya sebagai berikut: 

“(26) ODR requires a technology-based intermediary. In other 
words, unlike offline alternative dispute resolution, an ODR 
proceeding cannot be conducted on an ad hoc basis involving only 
the parties to a dispute and a neutral (that is, without an 
administrator). Instead, to permit the use of technology to enable a 
dispute resolution process, an ODR process requires a system for 
generating, sending, receiving, storing, exchanging or otherwise 
processing communications in a manner that ensures data security. 
Such a system is referred to herein as an ODR platform”. 

“(27) An ODR platform should be administered and 
coordinated. The entity that carries out such administration and 
coordination is referred to herein as the “ODR administrator”. The 
ODR administrator may be separate from or part of the ODR 
platform.” 
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“(28) In order to enable ODR communications, it is desirable 
that both the ODR administrator and the ODR platform be specified 
in the dispute resolution clause” 

Berdasarkan beberapa isi dari Catatan Teknis ODR di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ODR yang dimaksud dan diadopsi oleh UNCITRAL 

adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa online yang tidak 

bersifat ad hoc (sementara). Proses ODR lebih dari sekadar transformasi 

metode pertemuan konvensional menjadi online. ODR memerlukan sistem 

untuk menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan, bertukar, atau 

memproses komunikasi dengan cara yang menjamin keamanan data. 

Metode ODR dilakukan dengan cara pengembangan platform ODR yang 

dikelola dan dikoordinasikan oleh sebuah sistem yang telah mencakup 

keseluruhan proses penyelesaian. ODR menawarkan sistem elektronik 

yang komprehensif dari awal hingga akhir untuk membantu para pihak 

dalam menyelesaikan sengketanya. Sistem ODR nantinya akan 

menyediakan layanan penyelesaian sengketa dengan perangkat atau fitur 

yang bervariasi yang dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa atau 

penggunanya (user). Setiap alur proses mulai dari awal pengajuan gugatan, 

teknis penyerahan dokumen-dokumen para pihak yang bersengketa, teknis 

persidangan, teknis pembuktian, sampai teknis pembacaan dan eksekusi 

putusan. Dalam catatan teknis ini juga dikenal adanya administrator ODR 

yang berperan sebagai pengelola platform ODR dan juga selaku pengarah 

bagi para pihak yang bersengketa mengenai teknis platform ODR.  
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Terdapat perbedaan metode ODR oleh BANI dengan metode ODR 

yang diadopsi oleh UNCITRAL Technical Notes on ODR. BANI yang pada 

dasarnya mengacu pada UU AAPS dan PP PMSE memaknai ODR hanya 

sebatas APS konvensional yang dilakukan secara online dengan cara 

perubahan syarat kehadiran dalam proses persidangan dari offline ke 

online. Sedangkan UNCITRAL selaku subsidiary organs dari PBB dalam 

ketentuan UNCITRAL Technical Notes on ODR memaknai ODR sebagai 

sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang secara keseluruhan 

memanfaatkan sistem elektronik dengan menciptakan sebuah platform 

ODR. Dengan kata lain, jika mengacu pada UNCITRAL Technical Notes on 

ODR, BANI harus menciptakan dan mengembangkan sebuah platform 

ODR sendiri sebagai wadah para pihak yang bersengketa. Di platform 

tersebut para pihak akan saling berinteraksi satu sama lain mulai dari 

pengajuan gugatannya hingga pembacaan putusan. Jadi sudah tidak ada 

lagi penyerahan dokumen secara tertulis (baik diserahkan secara langsung 

maupun dikirim secara elektronik) tetapi seluruh data dan informasi akan 

diproses secara digital dalam platform tersebut. Perbedaan persepsi ini juga 

bisa dilihat dari ruang lingkup ODR yang diatur BANI melalui SK Nomor 

20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan 

Arbitrase Secara Elektronik. BANI menggunakan metode ODR hanya 

dalam keadaan darurat bencana dan keadaan khusus saja, sementara 

diketahui semangat pengenalan ODR sendiri bertujuan untuk menjamin 
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kepastian hukum bagi para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa 

secara efektif dan efisien berdasarkan UNCITRAL Technical Notes on 

ODR. Adanya pembatasan penggunaan metode ODR merupakan sebuah 

penghalang untuk mencapai proses penyelesaian sengketa perdata yang 

sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. 

Penulis berpendapat bahwa prosedur ODR yang dilaksanakan BANI 

bukanlah metode ODR secara murni karena keseluruhan prosesnya tidak 

berada dalam satu kesatuan sistem. UNCITRAL Technical Notes on ODR 

dalam hal ini telah memberikan pedoman untuk semua negara anggota, 

khususnya negara-negara berkembang dan negara-negara yang 

ekonominya sedang dalam masa transisi. UNCITRAL merekomendasikan 

bahwa semua negara dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan 

Technical Notes tersebut dalam merancang dan mengimplementasikan 

sistem penyelesaian sengketa online. Sehingga tentu saja dibutuhkan 

sebuah teknologi tingkat tinggi dan keahlian menjalankan teknologi 

tersebut. Tentu saja metode ini sangat kontras perbedaannya dengan yang 

diatur oleh BANI yang mengacu pada UU AAPS. Di samping itu, peluang 

penerapan ODR memang sudah ada dalam PP PMSE yang menuliskan 

ODR, akan tetapi pengaturan terkait ODR secara substansial belum ada 

sama sekali di Indonesia. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa dasar 

pengaturan terkait ODR di Indonesia belum jelas dan komprehensif 

berdasarkan uraian di atas.  


